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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai penggunaan memorandum 

of understanding dalam pembuatan suatu perjanjian di bidang pendidikan yang 

dilakukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dari tahun 2010 sampai 

dengan 2015, dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan sesuai dengan data 

yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa dari 56 

memorandum of understanding di bidang pendidikan yang dibuat oleh 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan partner, hanya terdapat  2 atau 3,5% 

memorandum of understanding yang ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian. 

Namun, mengenai memorandum of understanding di bidang pendidikan yang 

tidak ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian, terdapat 43 atau 77% kegiatan 

yang terealisasikan dari 56 memorandum of understanding di bidang pendidikan 

yang dibuat tersebut, serta terdapat 11 atau 19,5% dari 56 memorandum of 

understanding di bidang pendidikan dalam keadaan tidur atau sleeping 

memorandum of understanding. 

B. SARAN 

1. Saran yang perlu diperhatikan bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta hendaknya lebih berhati-hati 

dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, dikarenakan dari hasil 

penelitian yang diperoleh, ada surat perjanjian yang tidak dipegang oleh 
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Pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Seharusnya, surat perjanjian 

tersebut dipegang oleh masing-masing pihak, karena fungsi dari surat 

perjanjian tersebut memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi para pihak 

untuk membuktikan bahwa apabila dikemudian hari ada salah satu pihak 

yang wanprestasi, maka surat perjanjian itu hadir sebagai alat bukti di 

pengadilan. 

2. Sebaiknya setiap kerja sama yang diawali dengan memorandum of 

understanding selalu ditindaklanjuti ke dalam suatu perjanjian, karena 

perjanjian itu sendiri menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, serta 

untuk mencegah terjadinya memorandum of understanding dalam keadaan 

tidur atau sleeping memorandum of understanding. 
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